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Pengadaan UPS
Bareskrim Segera Periksa Anggota DPRD

DKI

JAKARTA - Bareskrim Mabes
Polri segera memeriksa ang-
gota DPRD DKI Jakarta yang
berpotensi menjadi tersangka
dugaan korupsi pengadaan
uninterruptible power supply
(UPS)bagi49sekolah.

Tak hanya Dewan, eksekutif

dan swasta juga bisa menjadi
tersangka.Saatinipenyidikma-
sih menelaah berkas pemerik-
saan saksi yang telah diperiksa

- Polda Metro Jaya kemudian di-

lakukan gelarperkara.

"Langkah selanjutnya me-
manggildanmenetapkan calon
tersangka,” kata Kepala Bagian
Penerangan Umum Divisi
HumasMabes Polri Kombes Pol
Rikwanto kemarin.

Menurut dia, penggagas pe-
ngadaan UPS agar masuk Ang-
garan Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Perubahan DKI
2014 adalah legislatif, ekseku-
tif, serta swasta. Penyidik akan
terus mengusut penggagas
yang diduga menerima aliran
dana dari hasil penggelembu-
ngananggaranpengadaanUPS.
Meski sudah mengantongi ca-
lon tersangka, Rikwanto eng-
ganmembukainisial para calon
tersangka dengan alasan masih
proses penyidikan dan meng-
umpulkan alat bukti yang
cukup.

Sebelumnya penyidik Polda
Metro Jaya telah memeriksa 73
orang dari 85 saksi yang diki-
rimi surat pemanggilan. Total
saksiyang akan diperiksa men-
capai 130 orang. Pengadaan
UPSbagi 49 sekolah di wilayah
DKI ini diduga terjadi pengge-
lembungan anggaran sebesar
Rp5,8 miliar perunit.
~ Pengamat kepolisian Bam-
bang Widodo Umar meminta

‘polisi segera mengumumkan

Sub Bagian Hukum dan Humas

tersangka kasus dugaan ko-
rupsi pengadaan UPS. "Kalau
sudah cukup buktinya, lang-
sung umumkan saja, jangan
menunggulamalagi,” ucapnya.
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Diakhawatirlamanya pene-
tapan tersangka menyebabkan
ada pihak-pihak yang berupaya
menghilangkan alat bukti atau
melarikan dirikeluarnegeri.

Ketua DPRD DKI Jakarta
Prasetyo Edi Marsudi meng-
ungkapkan, sejauh ini belum
adainformasi 106 anggota De-
wan periode 2014-2019 akan
dipanggilolehpihakkepolisian,

apalagi terkait pengadaan UPS.

Anggota DPRD periode saat ini
baru pertama kali menyusun
APBD dan itujuga tidak berja-
lanlantaranadamasalah daldm |
prosesnyasehingga APBD2015 |
sepenuhnya menggunakan
peraturan gubernur (pergub).
"Kalaumemangadaanggota
Dewan yang terlibat hukum,
silakan periksa. Jangan tuduh
maling semuanya. Saya pasti-
kan saatinianggota periode sa-

-yabelumdiperiksa,” kata politi-

kusPDIPitu. :
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